
BUPATI BAIANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH

Menimbang a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan
pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten
'satangan 

akan terus berupaya untuk meningkatkan

kelancaran pengembangan ternak dengan membina

para petani dalam pengembangan swadana maupun

dengan memberikan bantuan pinjaman ternak yang

bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah:

bahwa untuk ternak-ternak bantuan yang bersumber

dari dana pemerintah pusat dan daerah yang

merupakan asset daerah perlu diatur dan ditetapkan

pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran

sebagaimana mestinYa :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang

Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah;

b.

c.

Mengingat ' 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2824),

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembe-ntukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

KabupatenBalangandiPropinsiKalimantanSelatan(
Lembaran Negarl Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 22, Timbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4265) ,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nornot 53, Tlmbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4389);

J.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



5.

6.

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara-Repu.blik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

="nrg;i*ana 
ietatr diubah beberapa !'li' terakhir

dengln Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

i"ntlng Perubahln Kedua Atas Undang-Undang

Nomor"32Tahun2oo4TentangPemerintahDaerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

itlo*or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2003 tentang

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran

N;g;r; R"[Lotir. lndonesia Nomor 202 Tahun 2000'

Tairbahan Lembaran Negara Nomor a022)'

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04

Tahun 2OO5 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 04);

MEM UTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK

DAERAH.

MenetaPkan

1.

2.

J.

4.

5.

6.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Balangan'
pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

Penyelenggara Pemerintahan Daerah'

Kepala Daerah adalah Bupati Balangan'

Dinas yang n1"njrir*rn fungsi -fungsi Peternakan adalah Dinas

Pertanijn, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan'

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

Kabupaten Balangan.
Ternak Daerah 

-adalah 
ternak besar dan kecil yang pelaksanaan

pung;orrnnya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang

bersumber dari dana pusat maupun Daeiah yang oleh pihak lain

dilimpahkan kePada Daerah'
Lokasi eenyeoaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat

diwilayahpenyebarandanpengembanganternakyangterdiridarisatu
Desa atau lebih dalam satu- Kecamatan yang diprioritaskan untuk

penyebaran dan pengembangan ternak

Kawasan penyeba"ran dIn pengembangan Peternakan adalah

konsentrasi penyebaran dan p"ng"r["ngan [eternakan yang terdiri dari

beberapa lokasi dalam satu Kecamatan'

7.

8,



9'PenyebaranKembaliTernakDaerahsebagaisalahsatupengembangan
ternakyangselanjutnyaoiseuutRedj-stribusiadalahpenyebaran
keturunan ternak layak bibit yang-["i*rr dari pengembalian penggaduh'

10.Sistem gaduhan adalah sistem A;;y;;;rrn terna[ Daerah dimana ternak

yang digaour",lan kepada petanl ylng sistem pengembaliannya berupa

i"tnut dan dapat dinilai dengan uang'

11 Petani p"nggu;,h ternak o'"r"lt' i"n.9 t1?,l:l'va disebut penssaduh

adalah petani yang berdasarkan iuatu perjanjian tertentu memelihara

1' fJi'#l"Jii- adarah ternak bibit daerah yans diserahkan kepada
- 

penggadlh untuk dikembangbiakan atau digemukan'

13.Ternak setoran aJalah ternak''k"t"'nu'i t''u=lt pengembang?n ternak

daerah yang diserahkan 
'oi"r,- 

penggaduh sebagai kewajiban

pengembalian"gaduhansesuaidengan'perituranyangberlaku.
14.Ternak layak bloit aoatah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai

bibit ternak yang akan disalr;k;; Xemnafi 
-melatui kegiatan redistribusi

ternak kepada penggaduh b;; untuk dikembangbiakan atau dijual

t"punfrng tidak Oip"tt'kan oleh Pemerintah'

l5.Ternaktidaklayakbibitadalahternaksetoranyangtidakmemenuhi
standar bibit ternak untuk Oit<emnangbiakan yang selanjutnya dapat

digemukan atau dijual'

l6 Ternak maiiilOaiah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya

tidak dapat berfungsi dan dinyatakan ma.lir oleh petugas yang berwenang'

lT.penghaprrrn tlrrlar< daerah adalah tindat<an penghup,san ternak dari

administrasi fenyeOaran dan pengembangan ternak daerah'

lB.pelunasan tertunda (recerreoutiig) adalah pembayaran lunas setoran

ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh'

l g Harga Patokan Penjualan f"rnrl-iiiuX r''Vik Bibit adalah harga per ekor

ternak yang ditetapkan orerr repata oaeratl Kabupaten berdasarkan harga

,. B::X!:*"Jxfft t".nuk adalah pemetiharaan ternak vans tidak

dikembangbiakkanataumajiruntukdijadikanternakpotong.

BAB II

SISTEMPENYEBARANDANPENGEMBANGANTERNAK

Pasal 2

Sistempenyebarandanpengembanganternakdilaksan,|u|..deno-11cara
bergulir, dengan mewajibkan p"'"'-*' ternak mengembalikan sejumlah

:lt';5rf5ff,t:" dan pensembansan rernak Daerah kepada Pensgaduh

dimaksud untuk memperceput p"ngumbangan dan pemerataan. p.emilikan

ternak dan bertujuan untuk meniigkatkan populasi dan produksi hasil

ternak serta meningkatkan pendapatan petani,

b) penyebaran oin "p"ngurorngrl-i"tnrr. diberikan kepada penggaduh
.- t 

Oengan suatu ikatan Oitam jangka waktu tertentu;

c)Penerimaternakwajib*uny".,hkansebagianketurunannyadanatau
beserta bunga yang telah olteniut<an atau sebagian pertambahan harga

ternak Yang digemukan;
d) pengembangr'; o;n penyebaran ternak daerah terutama dilakukan

diwilayah yang masih jarang teinaf. dan berpotensi untuk pemeliharuan

ternak serta diberikan kepada penggaoul-r.yang belum memiliki ternak

sepanjang yang bersangkutan' mJirenuhi- peisyaratan melalui surat

permohonan.



Pasal 3

(1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :

a) Terkonsentrasi da]am satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah;

b) Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seta memiliki

akses ketersediaan modal dan kredit;

c)olehPemerintahDaerahataumasyarakat/swasta.
(2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)dilaksanakanSecarabergulirdengansistemgaduhan,semi
gaduhan atau kredit.

BAB III
PELAKSANAANPENYEBARANDANPENGEMBANGANTERNAK

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

,l g'"UL. [enyakit hewan menular sesuaijenis ternak yang disebarkan ;

b)Sesuai'dengankondisisosialbudayamasyarakatsetempat;
cj Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten ;

Jj rureno u t<, ng-kulrlca ran Penyed iaa n kebutuhan ternak/dag i n g ;

e; Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan ;

f) Daya dukung lokasi/wilayah memadai '

Calon lokasi penyebaran yang telah
penyebaran selanjutnya ditetapkan
Keputusan KePala Dinas.

Pasal 5

memenuhi persyaratan sebagai lokasi

sebagai lokasi PenYebaran dengan

Pasal 6

disebarkan harus sesuai dengan lokasi'

dan persyaratan teknis kesehatan hewanSetiap jenis ternak Yang akan
persyaratan teknis bibit/bakalan
yang ditentukan.

Pasal 7

(1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi :

a) Kandang p"nrrprngrn s"runtara (Ftoiding Ground) yang dilengkapi

dengan antara lain I Kandang, Gudang' Wadah Pakan' Air Minum'

Bongkar Muat, Kandang , DiPPing Dll'

b) padang p"rgb"rOalain niiamana penyebaran dan pengembangan

ternak tersebui diperuntukan untuk ternak besar.

(2) Untuk mengrrindari kerugian /ruda paksa, menjamin kesejahteran ternak

selama angkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus memenuhi

standar teknis Yang ditetaPkan'



BAB IV

JUMLAH DAN JENIS TERNAK DAERAH

Pasal8

Keputusan mengenai paket Pinjaman ternak daerah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati atas permohonan peternak yang diketahui oleh camat dan

Mantan ( Manteri tani ) dan telah melaiui Prosedur yang telah ditentukan'

Pasal9

TernakDaerahharusdikelolasebagaimodalkekayaandaeraholehkarenaitu
ternak daerah harus dibina Oan dipltihara denga baik agar dapat berkembang

biak sesuai dengan maksud tujuan pemberian ternak daerah'

Pasall0

Ternak Bantuan sebagaimana tesebut pada pasal B diberikan kepada petani

dalam bantuan paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan atau paket

ternak penjantan dan paket ternak yang digemukan'

P a s a I 11

Jumlah paket ternak daerah yang disebarkan kepada penggaduh untuk setiap

jenis ternak adalah sebagai berikut ;

Ll Srpi untuk dikembangtan t paket yang terdiri dari :

1. 1 (satu) atau2lOuil ekoriernaksapi betina umur 12-18 bulan;

2. 1 (satu) ekor teinak sapi jantan umur 18-24 bulan;

3.2(dua)ekoryangterdiridaril(satu)ekorbetinadanl(satu)ekorjantan.
b) Kerbau untuk iiX"*Uungkan 1 paket yang terdiri dari :

1. 1 (satu) atauZ(dua) eior kerbau betina umur 18-24 bulan;

2. 1 (satu) ekor kerbau iantan umur 24-36 bulan;

3. 2 (dua) utoo,. yang teioiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan'

c) xambing'untut<iixJmbangbiakkan 
't paket yang terdiri dari :

3 (tiga) ternak yang terdiri dari Oari t (situ)-ekor jantan dan 2 (dua) ekor

betina umur B-12 bulan'
d) Ternak sapi/kerbau untuk digemukkan 1 paket yang terdiri dari :

Antara 1 (satu) sampai 3 (tigi) ekor ternak yang digemukkan'

BAB V
PENGGADUH

P a s al 12

(1)Calon Penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhl persayaralan lkrlteria

sebagaipenggaduhselanjutnyaditetapkansebagaipenggaduhdengan
Keputusan KePala Dinas.

(2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah' ,j mempuyai tempat tinggalyang tetap 
'

b) sudah Uerf<efuarga OJritidak rienggantungkan hidupnya kepada orang tua

atau orang lain ;

c) berdan sehat;



berkelakuan baik;
Punya pengalaman berternak;
mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi

ketentuan penggaduh ternak serta persyaratan lain yang berlaku'

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal13

(1)Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil

ternak Yang diPeliharanYa;
(2) Kewajioan meny"trhxr'n sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang

dipelihara adalah sebagai berikut :

a) Seekor sapi betinJ, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun penggaduh harus menyerahkan ketu.runannya sebanyak 1 (satu)

ekor umur 1O-18 bulan atau .Lb"t4 induk (umur 16-18 bulan) pada saat

di terima;
b) Seekor kerbau betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu B

(delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1

(satu) ekor umur 18-24 bulan ;

c) Seekor rrrLing betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua)

ekor umur B-12 bulan;
d) Seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu)

ekor umur 16-18 bulan;
e)seekorkerbaujantan,selambat-lambatnyadalamjangkawaktuB

(delapan) tahun penggaduh harus menyetal,kan keturunannya sebanyak

1 (satu) ekor umur 24-36 bulan ,

0 seekor xamolng jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun penggaduh harus menyerahkan keiurunannya sebanyak 1 (satu)

ekor 8-12 bulan;
g) Paket ternak Yang digemukkan :

1) Penggaduh wajib menyerahkan hasil penjualan ternak penggemukan

yangdigaduhnyakepadapemerintahdaiamjangkawaktu12_24
bulan i6ir1 teinak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(sPK);
2)Darihasilpenjualanternaktersebutpadaaya-t(llpenggaduh

n,.'"nOuput Oagiin 65% dari pertambahan harga ternak sedangkan

Pemerrntah 35 % dan Pemerintah mendapatkan seluruh harga pokok

hasil Penjualan'
(3) Penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum pada ayal (2) tersebut

diatis ditetapkan oleh Kepala Daerah'

P a s al 14

(1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril' penerima

paket wajib menyerahkan ternat< yang bersangkutan untuk terjual' dan dari

hasil penjualan tersebut p"nggrdrh 
-memperoleh bagian maksimal 25 %

sedangkanpemerintahminimalTS%darihargaternak;
(2) Ternak majir atau steril dinyatakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tenaga

Dokter Hewan;

d)
e)

0



(3) Dalam hal ternak yang ternyata, karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong,

penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada

pemerintar., ,nirr. dijual 
'seOa,.'!t an- pemOabiu*y, diatur melalui Surat

Ferjanjian Kerla dengan Penggaduh'

BAB VII

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal15

(1) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan apabila ternak yang

dipeliharaolehpenggaduhmati,majir,hilangataudipotongpaksayang
bukan karena XesatJtr'an atau kelalaian pengglduh, maka penggaduh yang

bersangkutan bebas dari tanggung jawab yl!n mengganti ternak yang

bersangkutandanmendapatprioritasmenerimapenggantiternaktersebut
dengan ternak irin o"ngun ketentuan peternak tersebut masih berminat untuk

memelihara kembali;
(2) Dalam trat pa[et ternak yang digemukkan. apabila ternak yang dipelihara oleh

penggaduh mati atau hiling bukan karena kesalahan atau kelalaian

penggaduf,, mr[a penggadutr yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab

untuk mengganti ternak yrng b"irangkutln dan dapat prioritas menerima

penggantianlernak lain dengan suatu perjanjian baru'

Pasal16

Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan' apabila ternak yang

dipelihara olerr penggaduh mati, majir,hilang Ltau dipotong paksa karena

kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh .yg.g' bersangkutan

harus tetap memenuhi isi 
-5urat Perjanjian 

-Kerja (SPK) yang telah

ditandatangani.

Pasal 17

(1)Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan' paket pejantan dan

paketternakyangdigemukan-terjadipenundaanpenyetoranternak
keturunannya yang disebabkan bukin karena kesalahan atau kelalaian

penggadutr. Hltat<a 
"t<epada yang bersangkutan ,diberikan 

kelonggaran waktu

penyetoran Vung lamanya ditetapt<an oleh Kepala Daerah'

(2) Dalam hal pakJt ternali betina yrng dikembangbiakkan dan paket pejantan

terjadi penundaan penyetorrn i"r*k keturunan yang disebabkan karena

kesalahan atau kelalaian penggaduh. Maka ternak yang bersangkutan ditarik

oleh Pemerintah Daerah'

Pasal 18

Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau

bukan kelalaian petugas ditentukan oleh suatu tim yang- dibentuk dengan

Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Pertanian Tanaman

pangan dan Hortikritrri, Peternakan dan Perikanan , Kecamatan setempat

serti instansi lain Yang terkait'



BAB VIII

PENILAIANPENJUALANSEToRANTIDAKLAYAKBIBIT

Pasal19

(1)Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku;
(2) Setoran ternak diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh Tim Penilai

Penilai Ternak Daerah di Tingkat Kabupaten;

(s) rtm Fenilai Ternak daerah 
-pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan

KePutusan BuPati'

Pasal 20

(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian ditetapkan ternak setoran yang termasuk

klasifikasi ternak setoran layak dan ternak setoran tidak layak bibit;

(2) Ternak setoran layak biblt untuk kelanjutannya diredistribusikan kepada

penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan yang tidak layak

bibit digemukkan.

P a s al 21

(1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit (termasuk hasil

penggemukan ) adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis

ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian

penjualan ternak di lokasi penjualan;

(2) 
'ietrap terjadi transaksi penjualan harus dibuatkan berita acata'

BAB IX

REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH

Pasal 22

(1) Keturunan ternak yang layak bibit dan diserahkan / disetorkan oleh

penggadutr xepada'pe-"merintarr Daerah melalui Dinas Peternakan akan

diselirkan kembali kepada petani yang memenuhi syarat;

(2) Keturunan ternak yang Oisenaifan kepada penggaduh sebagaimana

dimaksud aYat (1) meliPuti

a) Keturunan teinak betina hasil penyerahan / penyetoran dari penggaduh

yang memenuhi syarat untuk dikembangbiakkan;

b) 'Sek-urang-kurangnya 1O o/o dari seluruh jumlah keturunan jantan yang

diserahkan / disetorkan penggaduh kepada daerah harus memenuhi

syarat sebagai Pejantan.
(3) Sisa hasil selek-si sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) dapat

a) Disebarkan pada penggaduh lain untuk digemukkan;

b) Dijual atau:

"i Digunakan untuk keperluan lain ( Pemacek )'



BAB X
FORGE MAYOR

Pasal 23

Penggaduhakandibebaskandaripinjamantern.aksapiapabilaterjadi:
1. Terjadi kematian akibat p"nyr't lt yang dinyatakan wabah penyakit yang

dinyatakan dengan surat pernyataan Bupati;

2 Terjadi Kematiin akibat penyakit yang .setelah 
penanganan.. kesehatan

hewan ,"ng;b;ti dan tidak terjadi perkehbangan yang membaik,

3.TerjadikehilanganternakyangbukanmeiY.pakankesalahanpenggaduh
dan dinyatakan dengan surat kJterangan kehiiangan oleh pihak kepolisian'

BABXI
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

HASIL PENJUALAN SETORAN TERNAK

Pasal 24

Pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak ditetapkan sebagai

berikut ;

a) Bahwa seluruh harga pokok hasil penjualan ternak setoran akan disetorkan

seluruhnYa ke Kas Daerah;

b) Dana hasil penjualan trnak yang telah dlsetorkan ke Kas Daerah yaitu meliputi

harga pokok i"*aX dapai dilarrkan kembali dengan persetujuan Kepala

Daerah.

Pasal 25

(1)Bukti setoran Berita Acara Penjualan-disampaikan oleh petugas penyetor

' ' 
kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;

(2) petugas penyetor sebgaimrn, Ji*rksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan

oleh KePala Daerah'

BAB XII

PENGELoLAANTERNAKDISENTRAPEMBIBITAN
TERNAK SIMENTAL CROSSING

Pasal 26

Pengelolaan ternak pembibitan simental crossing di sentra ternak adalah :

(1) Ternak sapi di'sentra pembibitan meruprkrn ternak aset daerah yang

dikelola oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Balangan melalui bidang Peternakan;

(2) Koordinator dan susunan pengelola serta besarnya honorarium ditetapkan

oleh KePala Dinas;
(3) Hasil keturunan dari ternak yang berada di sentra pembibitan untuk ternak

betina dan layak bibit akan oise[ait<an ke petani sebanyak 60 o/o dan 40 o/o

akan digunakan sebagai operasional sentra pembibitan sesuai ketentuan

penyebaran;
(4) Hasil keturunan berupa ternak jantan digunakan untuk pemacek 10% dan 90

% untuk digemukan.



c. Karena lama birahi 1B jam maka petugas setalah dilapori oleh peternak'

lnseminator melaksanakin lnseminasi 6-9 jam setelah birahi'

d. Setiap inseminaior wajib memiliki Surat ljin Menginseinasi (SlMl)

e. Peternak harus diberikan kartu tanda inseminasi guna mempermudah

I nseminasi berikutnYa.
f. pada inseminail berulang pada 24 hari berikutnya maka insemlnator wajib

memonitor agar ternak dapat dipastikan apakah ada birahi kembali atau tidak'

BAB V

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Tenak yang telah diperiksa atau pengobatan harus dapat monitoring secara

insedintel dan berkala
(2) Bagi ternak yang telah diinseminasi maka ternak akan dimonitoring pada

hari ke 24 pada saat siklus birahi berikutnya'

(3)SetiapbulanakandibuatkanLaporanagtllaluntukKesehatanHewan
denganFormE-1,E-2'E-3,E-4,E-Kh-3,E-29danForm2"

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

TeknisPelaksanaanyadiaturmelaluiKeputusanBupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditandatangani'

Agar setiaP orang daPat

Peraturan BuPati ini dengan
Balangan.

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal 13 Desember 2006

mengetahuinya memerintahkan pengundangan

peneripatannya da+ap Berita Daerah Kabupaten

ndi anngln
ga 13 Desember 2006

LANGAN,

EFFENDIT

ARIS DAERAH
-qAl-4*OO*,

LLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
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